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EKSISTENSI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DAERAH DIKAITKAN DENGAN T'hIDANGTJNDANG




The nccds our nation to atbact foreigr inve$or b inqpasc ttrh inwst to Indoncsia
should bc conncotod with how to handle scurity afhir, politics probhm, labour and
law ccrtainty. without all of thgrn, it is impossiHe foreign investc to inws ttrcir assef
in Irdqrcsia-
Abstr*
Kcbutuhan negara kita untuk menarik investor asing untuk mcningkatkan p€nan8m8n
modalnya di Indoncsia scharusnla diksitlcsn &ngan bagaimana mcnangrni persoat"n-
pcrrcalan kcamanur, politih p€$@lan buruh dan kcpastiur hukurn. Tanpa itu scmua
maka adalah *ryry yans tidsk mungkin untuk mcngharaflon invcstor osing untuk
mcnenamkan modalnya.
Kata kunci : Ketradiran investor asing.
l. Problematika
Seiring dengan krisis ekonomi di Indonesia yang dimulai
bulan Juli 1997 hingga saat ini ditambah dengan kasus peledakan
bom di World Trade Centre Washington dan Pentragon di New
Yorlq Amerika Serikat yang membawa darnpak padaperekonomian
dunia menjadikm keberadaan penanamat modal, baik dalam negeri
maupun modal 6ing, semakin mendapatkan perhatian khusus akhir-
akhir ini oleh karena p€,nanaman modal yang demikian diharapkan
dapat memperbaiki (recovery) perekonomian Indonesia Oletl
karenanya perkembangan terbaru sekaligus terakhir, presiden
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Republik Indonesia yang tidak mau kalah juga dengan presiden-
prsiden terdahulu telah merencanakan membentuk suatu lembaga
yang disebut lembaga "Dewan Pertimbangan Penmaman Modal
(DPPM)' yang orgairisasinya terdiri atas Me,nko Perekonomiarl
Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kegq Drjen P{ak dan Dirjen
Bea Cukai untuk tingkat pusat, sekaligus juga rnengcover
pengawasan investor secara maksimal.
Berdasarkan Keputusan Presidem Republik Indonesia Nomor
183 Tahun 1998 tanggal 14 Oktober 1998 telah dibiltuk Badan
Koordinasi Penanaman Modai untuk tingkat Fusat, sernentara untuk
Dacratr telah dikeluarkan pula Keputusan Presiden Republik
lndonesia Nonaor 116 Tahun 1998 tanggal 28 Juli 1998 tentang
Ferubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang
Fembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daeratr. Inti dari
kedua Badan Koordinasi tersebut pada dasamya adalah membantu
pemerintah mengupayakan para investor/penanarn modal untuk
menanamkan modalnya di lndonesia Sehingga yarg menjadi
masalah di dalarn kqiian ini adalah apakah keberadaan Badan
Koordinasi Penanaman Modal Daerair masih mernadai untuk
meningkatkan para penanam rnodal maupun modalnya di krdonesia
saat ini ?
2. Pembahasan
Fada dasamya Badan Koordinasi Fenanaman Modal Daerah
mempunyai tugas pokok membantu Gubemur Kepala Daerah
Tingkat I dalam m€n€ntukan kebijaksanaan di bidarg perencanarn
penanaman modal daeralL mernberikan persetujuan dan perizinan
penanaman modal dalam rangka penanaman modal dalam negeri
(PMDl.l) tertsrtu yang ditetapkan oleh Menteri Negara/I(epala
Badan Koordinasi Fenanaman Modd berdasarkan kiteria tertentu
dan rnelakukan pengawasan atas pelaksanaannya" Atas dasar tugas
setagairnana dimaksud di atas, maka Badan Koordinasi Fenanaman
rVfodal Daerah menriiiki dan rnenyeienggarakan fungsi :
fllri
l
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mexryusun re,lrcana-rencana p€nanaman modal di daerah yang
dalam garis besamya berisi tujuan, susunan prioritas, strategi
dan promosi puranaman modal;
mangadakar penilaian me,ngenai permasalatran dan sumber-
sumber potensi daerah secara menyeluruh untuk kdpentingan
per€,ncanaan penanamat modal daerah;
menilailmengevaluasi permohonan penanaman modal dalam
rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terte,lrtu
sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan pena-
nanun modal yang berlaku;
untuk Gubemur Kepala Daerah Tingkat I atas narna Menteri
Negara trnvestasi/I(epala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
menerbitkm Sural Persetujuar Penanaman Modal dalam
rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tertentu
yang ditetapkan oleh Menteri Negara Investasi/I(erpala Bidan
Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan kriteria tert€ntu;
untuk Gubemur Kepala Daerah Tingku I atas nama Menteri
Teknis yang bersangkutan rmtuk Menteni Negara Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, menerbitkan
Surat Pemberian Fasilitas dan Perijinan Pelaksanaan Pena-
nilnan Modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) tertentu;
melakukan koordinasi dengan insunsi-instansi di daerah dalam
rangka penyelesaian perijinan yatg berhubungan de'ngar
pelaksanaan penanaman modal;
mengawasi persiapan dan perkernbangan pelaksanaan pena-
naman modal di daerah untuk kepentingan penilaim, baik
tentang lqiu pelalsanaan maupun tentang penyesuaian'
penyesuaian yang diperlukan di dalam proyek-proyek;
menyannpaikan laporan sesra berkala tentang pelaksanaar
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf 3, huruf 4 dan
huruf 5 di atas kepada Menteri Negara lnvestasi/I(epala Badan
Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Dalam Negeri dan
Gubernur Kepala Daeratr Tingkat I yang bersangkutan;
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10. Melakukan kegiatan-kegratan lainnya yang ditugaskan oletr
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
Sekalipun fungsi dan peranar dad Badan Koordinasi
Penanaman Modal DAerah sudah jelas sebagaimana terrnuat di atas,
namun untuk mencapai suatu sasaran bagaimana meningkatkan
kekuatan ekonomi riil dapat dikatairan belum menca4rai atau
memperoldr target ymg diharapkan, yaitu meningkatka kemak-
muran ralcyat dangan mencari tambahan moda! pengalaman dan
teknologi, kerampilan, setrta noanajemen dengan prinsip atau asas
unhrk "mendasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan
sendiri".l
Konklusi di atas adalah sangat beralasan oleh karena baik di
dalam rangka p€nanaman moda! asing sebagaimana diatur dalam
IJndang-Undang Nomor I Tahun 1957, kemudian dilakukan peru-
bahan dengan Undang-Undang Nomor ll Tahun 1970, demikian
pula Undang-{Jndang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Pe,nanaman
Modal Dalam Negeri yang kemudian telah dilakukan perubahan
melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 nampaknya
pemerintah masih dalam proses mencari benluk atau format
bagaimana meningkatkan penarurnan rnodal tersebut, kalau di pusar
Badan yang menanganinya adalah disebut Badar Koordinasi
Penanaman Modai Fusat sementara di daerah disebut sebagai
Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.2 Namun fakta
rnenunjukkan bahwa peningkatan penanaman modal di Indonesi4
baik dad segi jumlah investor maupun dari frekuensi modal yang
ditanamkan, di samping jumlahnya relatif kecil, juga sifafrrya adalah
fluktuatifi artinya tidak konstan, ba]rkan dalam saat-saat tertentu
cenderung untuk menurun. Itulah sebabnya indikator-indikator di
bawah ini dimana pernerintah saya nyarakan masih mencari bentuk,
di zaman Orde Baru misalnyA Pemerintatr mernbentuk Dewan
Moneter yang bertujuan mennadukan para pengambil kebijakan di
bidang fiskal dan moneter, kernudan di zarnan Preside,n B.J.
Habibie dibentuk dan dikenal pula Dervan Pertimbangan Kebijakail
Ekanorni dan Keuangan, DPKEtrl kernudian di zaman Fresiden Gus
Ilur dil:entuk pula Dewan Ekonorni Nasional- DEI'i. dan Dewan
Pengembangan usatra Nasional, DpLrN, terakhir pada presiden
Megawati dibentuklah Dewan pertimbangan penanaman Modal(DPPM).
Fluktuasi Penanaman Modal
Garnbaran perkembangan persefujuan penanarnan modal
asing dan penanaman modal datam negeri, misalnya sejak krisis
moneter bulan Juli 1997 sampai dengan tahun 2001, bulan
September, dapat terbaca dari dekripsi di bawah ini.
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Tabel I
Perkemb an gari Feisetujuan
PMA dnn FMDN 1997 - 2AOl
Kemudian kita lanlutkan dengan persetujuan investasi tahun 2000




































r) Selama sembilan bulan (sampai dengan September)-
Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal fBKphlft.
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Keterangan : Diolah dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal GKPIvf)
Tabel II
Tabel tr di atas mernperlihatkan kepada kita sekalipm dalam
masa krisis ekonomi ternyata pada tahun L997 ada 718 proyek
dengan nilai investasi 119,9 untuk Penanarnan Modal Dalam Negeri
sernentara untuk Penanaman Modal Asing berjumlatr 790 proyek
dengan nilai investasi US$ 33,8 milliar. Jumlah ini cukup menonjol
karena angka itu merunjukkan mulai Januari 1997 sementara kisis
moneter adalah diawali pada bulan Juli 1997. Kemudian pada tahun
1998 drastis menurun yang kernudian semakin menurun lagi pada
tahun 1999, namun pada tahun 2000 ada peningkafarl baik untuk
Penanaman Modal Asing maupun Fenanaman Modal Dalarn Negeri
Negeri dan nampaknya untu.k tahun 2001 sampai dengan bulan
September semakin menunrn lagi sekalipun tahun 2001 aican
berakhir lebih kurang 2 bulan rnendatang. Namun yang pasti periode
tafiun 20f11, baik dari segi jun"riah pro-vek rnaupun nilai investasinya
rdainh m€tlLttrusr, dan yang lebih irsnisnya lagr a"clatah apa yang kita
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jumpai pada tabel II, junlah permohonan proyek relatif cukup
tinggt, n:rmun realisasinya sangat kecil. FIal yang perlu dikqii dari
tabel maupun angka-angka di atas adalah memberikar suarujawaban atas prediksi problem sehingga investasi itu sangat rendatr
serta di mana peranan dari Badan Koordinasi penananrlan Modat
Daerah.
Fasilitas Penanarnan Modat
Kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada investor
yang juga seringkali dipromosikan oleh Badan Koordinasi pena-
naman Modal Daeratr, yaitu berupa pembebasan dari :l. Bea meterai modai (pembebasan rneterai rnodai atas pcnenr-
' patan modal);2 ffiilil*,1ft#,ffi,ff"'il$%** dan pembebasan pqiak
penjualan (irnport) pada waktu penrasukan barang-barang modal(termasuk alat-alat perlengkapan) yang diperlukan untuf usaha-
usaha pembangunan dan retrabilitasi ke dalam wilavah
Indonesiq
3. Beabalikrutma
Pembebasan bea balik nama alas akta pendaftaran kapal untukpertama kalinya di Indonesia yang dilakukan daram masa
sampai dengan 2 tahun setelatr nilai berprodulcsi satu dan lain
dengan memperhatikan jenis usatranya
4. Pajak perseroan.
a" kornpensasi \egsian seperti yang diatur dalam pasal z ayat(l) Ordonansi Perseroan 1925;b. kompensasi kerugian yang diderita serama 6 tahun penama
sejak pendirian seperti yang diatur dalam pasal i ayat 2
Ordonansi P{ak perseroan 1925;
c. penghapusan dipercepat seperti yang diatur lebih jauh
dengan pasal 4 ayat4 Ordonansi pajak perseroan 1925; dand. perangsang penanaman seperti yang diahr dalam pasal 46
Ordonansi Pqjak Perseroan 1925.
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5. Pajak deviden
a" pembebasan pajak deviden selama 2 tahun terhitung dari
saat mulai berproduksi atas bagian laba yarg dibayarkan
kepada para' pemegang saham.
b. iangka waktu 2 tahun tersebut dapat diperpanjang dengan
tambahan rnasa bebas pdak yang diatur dalam pasal 3l
eyal (2)..
Demikianlah antara lain pembebasan maupun keringanan-
keringanan yang diatur oleh pasal 1, atas koreksi pasal 12 Undang-
Undang Nornor 6 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 12 Tatrun
t970.
Keringanan atauput pembebasan-pernbebasan itu sekalipun
pada awalnva dapat menggairahkan para penanam modaf rarrliilr
perkembangan terakhir narnpaknya sudatr tidak memadai lagi
fasilitas-t"asilitas tersebut di atas.3 tserbagai faktor-faktor di bawah
ini yaitu suatu faktor-fbktor yang sudah tidak bisa lagi diatasi oleh
Badan Koordinasi Penanamm Modal Daerah, antara lain adalatr :
l. kisis sosial politik, baik secara nasional maupun s@ara
regional;
2. gerakan-gerakan kaum buruh yang sudah bertindak diluar
ketenfuan normative;
l. ketidakpastian hukum dan tingkat korup yang begrtu tinggi; dal
4. kehadiran Undang-Undang Otonomi Daera[ Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tenhng Pemerintah daerah, yaitu
dijumpainya beberapa daerah yang seakan-akan sudah terlerpas
dari Pemerintah Pusat dan melakukan pemungutan-pemungutan
demi pemenuhan kas daeratr.
Dalarn kondisi yang stabilitas sosial politiknya arnan dan
tertib nampaknya sangat berkorelasi erat dengan kegiatan-kegiatan
yang dilakukan oldl Badan Koordinasi Fenanaman Modal Daerah
artrnya apa yang dikerjakan oleh Badan Koordinasi Penanarnan
Modal Daerah, misalnya Road Show ke luar negeri untuk
mempromosikan dunia investasi di Indonesia perhma-tama yang
dipersoallian addah masalah keamanmr, derrrikian juga dengan
kondisi atraLlpun keadaan perbunuhan. Juga tidak kalah pentinEpaya
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keselamalan-keselamatan pam pengruaha maupun pekerja-pekerja
asing. Misalnya peristiwa terbaru berupa sweeping terhadap orang-
orang asing, khususnya Warga Negara Amerika ternyata sangat
srgnifikan terhadap kelangsungan beberapa perusahaan yang
produksinya cenderung menurun.
Keberadaan Badan Koordinasi penanaman Modal Daerah
yang secara srukurat adalah bertugas membanfu Gubemur Kepala
D_aerah sebagaimara dikernukakan di atas, maka apa yang disak-
sikan secara realita hampir-hampir pemerintah propinsi seiqapatagl
Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah untuk mengatasi
persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat maupun persoalan-
persoalan antar instansi yang bersifat horizontal. Bahkan dengan
keberadaan Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undarg
Nomor 22 Tahun 1999 tenebut beberapa pernerintahan Kot4
demikian juga Pemerintah Kabupaten yang tidak atau kurang liryal
bahkan cenderung bertindak sendiri di luar pengetarruan pemerintah
Propinsi apdagi Pemerintah Pusat. honisny4 penanaman-pena-
rulman modal dalam negeri umumnya beraJa atau berlokasi di
Pemerintah Kabupaten ymg di dalam perkernbangan terbaru juga
kurang atau tidak marnpu lagi menutupi biaya-biaya yang dipungut
oleh Pemerintahan Kabupaten dengan mengatasnamakan perne-
nuhan kas daerah. Ada salah satu'contoh nyata dan ironis investor
yang punya pabrik yang kemudian memarkir kendaraannya di
halaman pabrik saja oleh Pernerintah Kabupaten telah dipungut
biaya retibusi/uang parkir. Lebih lanjut, dari segi aspek keamanan
Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah tidak mempunyar
polisi atau tentara tersendiri yang bisa melindungi atau menga-
mankan para investor. Badan Koordinasi Pqranaman Modal Daerah
ini maksimal hanya bisa melakukan koordinasi secara horizontal
kepada aparat setempat Kepolisian atau pun koordinasi pada
instansi vertikal pada Gubemur atau Menteri lnvestasi dan
selanjutrya kepada Presiden. Namun fakta di lapangan menunjuk-
kan aparat Kepolisian yang antara lain bertugas pada bidang
keamanan juga merasa tidak berdaya untuk menghadapi gejolak
ataupun keresahan-keresahan sosial. Tidak melakukan tindakan
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agresi{ tetapi cenderung bertindak persuasif yang hasilnya temyata
tidak efektif alias bahwa "kebringasan" sosial disamping bukan
kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah untuk
mengatasiny4 melainkan juga membuat para penanam modal untuk
pindah kepada negaftr-negara lain yang juga tidak kalah menarikny4
misalnya Vietram, Malaysi4 Thaii*nd apalagr Chinc dimana
negara-negara terakhir irri sangat agi'esif untuk memberike":l rang=
sangan-rangsanga& kemudahan-kemudahan beserta kamanan para
investor. Kepastian hukumnya, pada negare-negaxa terakhir ini juga
sifanrya pasti dar tegas. Sementara di Indonesia justru sebaliknya"
Oleh karenanya tidak mengherankan banyak pengusaha-pengusaha
asing rnaupun lokal Indonesia menanamkan modalnya di luar
negeri, misalnya saja di bidang pertanahan hak guna usaha yang
berusia 25 tahun dapat dinyatakan masih kalatr menarilq rnisalnya
dengan masa berlakunya hak guna usaha di China lebih kurang 100
tahun.
Badan Koordinasi Penanarnan Modal Daerah yang salah
satu tugasnya adalah memberikan persetujuan dan perizinan pena-
naman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri
tertentu yang ditebpkan oleh Menteri Negara/I(epala Badan
Koordinasi Penanaman Modal dan melakukan pengawasan atas
pelaksanaannya temyata fatila di lapangan pelaksanaannya tidaklah
efekti4 yang semula prinsipnya adatah "one stop service" tstapi
kenyataannya adalatr "multi stap service" dengan cost yang cukup
tinggi. Pola birokrasi yang sangat berbelit-belit juga nampaknya
belum bisa dihilangkan. Demikian juga.jarak antara kawasan atau
pun daeratr-daerah penanarnan modal yang dirnana Badan
I..oordinasi Penanaman Modal Daerah berada jaralurya juga cukupjauh. Oleh karenanya para pengelola Kawasan Industi (KI)
menginginkan adanya perwakilan-perwakilan Badan Koordinasi,
Fenanarrrara Moriai di kawasan-kawasan industri 'unh-di memper-











hat-hat di atas, yaitu suatu statement yang
ditunjang oletr data-data yang ada bahwa sangat sulit mengharapt *
keberadaari Badan Koordinasi penanaman Modar Daerah untuk
rneningkatkan dan menggairalrkan para penanam modal untuk
menanamkan modalnya di krdonesia sepanjang persoalan-persoalan
lain, politik, keamanan, kepastian hukum, masalah perburuhan tidak
diturggulangi secara sere,ntak dan sekaligus oreh instansi-instansi
yang benvewenang. oleh karena itu sekalipun Badan Koordinasi
Penanaman Modal gencar dan agresif untuk road show sekaligus
mgdaftar para penanarn rnoiai hasiinya juga tidak terlalu uanyat
dihar-apkan apalagi kegairahan negara-negara tetangga yang tingkat
stabilitasnya cukup mapan, Mala5nia vietrar4 Thailand aan china,
pastilah rnenladi suatu tantangan berat bagi Indonesia"
Oleh karenany4 disamping mengatasi penoalan-persoalan
di atas, yang harus ditangani secara serentak dan sekaligus, maka
fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah lndonesia trarustatr
lebih menarik dan lebih banyak" tetapi tidak meninggalkan prinsip
kemandirian sehingga para investor akan menanamkan moaalnya di
Indonesia" Tanpa semua iq maka Badan Koordinasi penmaman
Modal Daerah akan menjadi suatu instansi yang tidak mernpunyai
kegiatan apa-apa lagi.
Catatan
rI Putu Gede Ary Sut4 prospek Obligasi Dalam trnvestasi
Dan Pendanaan, Hukum Bisnis, yayasan pengembangan F{ukum
Bisnis, Volume 3, Jakarta" 1998, h. 12.
zlsmail Suny dan Rudioro Rachmaf Tinjaraan Dam
Fernbaharunn Undang-Undang Penanaman Modal Asing Dam
Krcdit Luar Negeri, Pradnya Paramit4 Jakart4 1959, h. 40.
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t Erman R4iagukguk, Hukum Investasi (Bahan Kuliah) 1
dan2, Jakart4 1995, hal. 176-T78.
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